BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN

Menimbang

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BLITAR,

bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas
dari benturan kepentingan dan sekaligus untuk
menjabarkan Peraturan Menteri Pedayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37
Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan
Benturan Kepentingan, dipandang perlu menyusun
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Blitar;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2731);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi,
Kolusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
6322);



11.

12,

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan
Kepentingan;

Peraturan Menteri Negara Pembérdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 4/E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan



Menetapkan

Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2016 — 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2017 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 25);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lebaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016
Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);

18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Blitar;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLITAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara
negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan
pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga
dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau
tindakannya.

Pejabat/ Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon
Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang
bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
Atasan Langsung adalah Kepala Perangkat Daerah dari
Perangkat Daerah Pejabat/ Pegawai yang bersangkutan.
Kepentingan Pribadi adalah keinginan/ kebutuhan

pejabat/ pegawai mengenai suatu hal yang bersifat



10.

11.

pribadi, dan/ atau bersifat hubungan afiliasinya/
hubungan dekat/ balas jasa.

Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh
seorang pejabat/ pegawai dengan pihak tertentu, baik
karena hubungan darah, hubungan perkawinan
maupun hubungan pertemanan/ kelompok/ golongan
yang dapat mempengaruhi jabatannya.

Perangkapan Jabatan adalah seorang pejabat/ pegawai
pemerintah daerah memegang jabatan lain yang
memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan
tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak Dbisa
menjalankan jabatannya secara profesional, independen
dan akuntabel.

Kelemahan Sistem Organisasi adalah keadaan yang
menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan
kewenangan penyelenggaraan negara yang disebabkan
struktur dan budaya organisasi yang ada.

Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum
untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau pereckonomian negara.

Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara
melawan hukum antar pegawai atau antara pegawai
dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat
dan atau negara.

Nepotisme adalah setiap perbuatan pegawai secara
melawan hukum yang menguntungkan kepentingan
keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan
masyarakat, bangsa dan negara.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni
meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi,
pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitias
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
dan fasilitas lainnya.



Pasal 2

Pedoman umum penanganan Benturan Kepentingan adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 15 april 2019

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019
NOMOR.17/%



e. menindaklanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan
benturan kepentingan.
F. Inspektorat menyusun laporan hasil pemantauan penanganan
Benturan Kepentingan dalam bentuk surat.
G. Laporan tersebut disampaikan kepada pimpinan perangkat
daerah sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme
‘ penanganan benturan kepentingan.

VI. KETENTUAN PENUTUP
} Pedoman penanganan benturan kepentingan ini agar dipakai sebagai acuan

dalam mengenal, mengatasi, menangani benturan kepentingan dan
diimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh oleh semua pihak

yang terkait dalam penyelenggaraan negara.




LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMORII...TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

FORMAT SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Yang bertandatangan di bawah ini,
Nama

NIP

Pangkat/Golongan :

Jabatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
| Birokrasi Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan
Kepentingan dan Perauran Menteri Luar Negeri Nomor ... tentang Benturan
Kepentingan di Lingkungan Kementrian Luar Negeri, dengan ini menyetakan
dengan sebenarnya bahwa:

Saya memiliki potensi benturan kepentingan dengan atasan langsung, yaitu:
| Nama

| NIP

| Pangkat/Golongan

Jabatan

| Hubungan

Demikian surat penyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.




